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Abstrak
 

Penelitian ini membahas tentang kelalaian yang dilakukan oleh Notaris dalam hal pembacaan akta yang

tidak dilakukan oleh Notaris melainkan oleh pegawai kantornya kepada para penghadap dan ketidakhadiran

saksi pada saat penandatanganan akta. Sehingga perbuatan notaris tersebut mengakibatkan ketidaktahuan

akan isi akta yang ditandatanganinya dan berujung pada perkara perdata. Permasalahan yang diangkat

adalah mengenai dampak hukum terhadap Notaris yang membuat akta tidak sesuai dengan tata cara dalam

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan perubahannya serta keabsahan Akta

Pengakuan Hutang yang proses pembuatannya pembuatannya tidak sesuai dengan Akta Jabatan Notaris.

Untuk menjawab kedua permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif dengan

melakukan studi kasus dengan tipologi penelitian eksplanatori, metode analisis data kualitatif dengan

membandingkan kasus-kasus yang memiliki unsur masalah yang sama mengenai akta yang belum dibaca

dan hasil penelitian analisis deskriptif. Hasil penelitian ini adalah Notaris yang tidak membacakan akta yang

dibuatnya kepada para penghadap telah melanggar ketentuan Pasal 16 ayat 1 huruf (m) Undang-Undang

Jabatan Notaris dan tidak diberikan penyuluhan hukum dalam proses pembuatannya. akta tersebut telah

melanggar Pasal 15 ayat 2 huruf (e) UUJN dan karena perbuatannya Notaris dapat dijerat sebagai turut

tergugat dan dapat dipidana pemberhentian sementara dan atas pelanggaran yang dilakukannya, kekuatan

pembuktian akta pengakuan utang yang dibuat Notaris tidak sempurna dan terdegradasi menjadi akta di

bawah tangan dan hilangnya kekuasaan pelaksana atas akta tersebut karena tidak dipenuhinya persyaratan

mengenai pembacaan akta dan kehadiran saksi. Notaris dalam menjalankan jabatannya wajib menerapkan

prinsip kehati-hatian, agar tidak terjadi perkara perdata atas produk hukum yang dihasilkannya.

......This study discusses the violations committed by the Notary in terms of reading the deed which was

carried out not by the Notary but by his office employees to the appearers and the absence of witnesses at

the time of signing the deed. So that the notary's actions lead to ignorance of the face of the contents of the

deed he signed and lead to civil cases. The problem that is taken is regarding the legal impact on the Notary

which makes the deed not in accordance with the procedures in the Law on Notary Positions and the validity

of the Deed of Recognition of Debt which the process of making is not in accordance with the Notary

Position Act. To answer these two problems, a normative juridical research method with an explanatory

research typology was used, and a qualitative data analysis method with descriptive analysis research

results. The result of this research is that the Notary who does not read the deed he made to the appearers

has violated the provisions of Article 16 paragraph 1 letter (m) of the Notary Position Act and because of his
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actions the Notary can be sanctioned and for the violation he has committed, the power of proof of the deed

Authentic that he made was not perfect and was degraded into a deed under the hand. Notary in carrying out

his position must apply the precautionary principle, so that there are no civil cases for the legal products they

produces.


